
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 14/Kpts/ KPU-SKA-012.329574/TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA

TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal
86 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j dan
huruf l Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum;

c. bahwa   berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu
dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan
penetapan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU
Kabupaten/Kota;

d. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonenesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
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2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008  tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang   Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor
59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4721);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005  tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang
Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 37 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2008;

 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
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 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan
Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat
Pemungutan Suara;

 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan
Pelantikan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor
01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota
Surakarta Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2010
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2009;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor
03 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun
2010;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor :
12/Kpts/KPU-SKA-012.329574/TAHUN 2010 tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota
Surakarta Tahun 2010 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi
Pemilihan Umum Kota Surakarta;

4. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun
2010 tanggal 2 Mei 2010;

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan :
KESATU : Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan

Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 didasarkan pada Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Surakarta oleh Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta (Model DB – PKWK);

KEDUA : Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta di Tingkat
Kota Surakarta (Lampiran Model DB1 – PKWK), jumlah perolehan suara
sah untuk seluruh pasangan calon adalah : 275.549 (Dua ratus tujuh
puluh lima ribu lima ratus empat puluh sembilan) dengan rincian
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perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon adalah sebagai
berikut :

1. Ir. H. Joko Widodo dan FX. Hadi Rudyatmo

Perolehan Suara Sah : 248.243 (Dua ratus empat puluh delapan ribu
dua ratus empat puluh tiga)

2. Dr. KP. Eddy S. Wirabhumi dan Supradi Kertamenawi, SH, M.Si

Perolehan Suara Sah : 27.306 (Dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam)

KETIGA : Berdasarkan ketentuan dalam Diktum KEDUA diatas, pasangan calon
Walikota dan Wakil Walikota Surakarta yang memperoleh suara
terbanyak adalah Pasangan Calon Ir. H. Joko Widodo dan FX. Hadi
Rudyatmo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2  Mei 2010

KETUA

Ttd

DIDIK WAHYUDIONO
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